SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/360/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

—

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat
terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya
pengembangan partisipasi masyarakat dalam
pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca
serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan
mitigasi perubahan ikim sebagai budaya masyarakat
berperilaku ramah lingkungan;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang
Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program
Kampung Iklim di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina
Program Kampung Iklim Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 19353
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang
Pedoman penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
521);

Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang



Menetapkan
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Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1700);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun
2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pembinaan;

b. menyiapkan pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan
program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta menjadi
narasumber Program Kampung Iklim pada
Kelurahan/Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

d. melaksanakan pembinaan program Kampung Iklim di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
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e. memberikan bantuan sarana, prasarana, dan fasilitas
yang mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya
kepada Bupati melalui kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
Anggaran 2026.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
1. Anggota Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

2. Lurah/Kepala Desa Program Kampung Iklim se-Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/360/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM
KAMPUNG IKLIM KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah
2. | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Penanggung Jawab
3 Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Ketua
Selatan
Asisten  Perekonomian dan Pembangunan
4. | Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Wakil Ketua I
Selatan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
S. | Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Wakil Ketua II
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas
6 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretaris
" | Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
7 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Aneeota
" | Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8
3 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Anesota
" | Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
9 Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Aneeota
" | Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai &8
Selatan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
11. | dan Inovasi DaerahKabupaten Hulu Sungai Anggota
Selatan
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
12. Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Anggota
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
13. Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Anggota
14 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anesota
" | Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8
Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
15. | Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Anggota
Hulu Sungai Selatan
16. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Anggota

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,




NO

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

17.

Pengendali Dampak Lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

Anggota

18.

Penyuluh Lingkungan Hidup Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan
Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Anggota

19.

Penata Layanan Operasional Bidang Lingkungan
Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




